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Article Info Abstract

Article History Digital transformation in the public service sector has encouraged the Tax Court
Received: 23" May 2026 to implement the e-Tax Court system as a form of modernization in tax dispute
Revised: 5™ August 2026 resolution services. However, the implementation of this system has not been
Published: 18" August fully accompanied by an increase in legal and accounting literacy among
2026 university students. This community service activity aimed to improve students’
Keywords: tax law and digital transformationliteracy through the socialization of e-Tax

e-Tax  Court;,  Digital Court transformation at the Tax Court. The activity used a community education
Transformation, Tax Law approach through participatory education methods, including socialization
Literacy, sessions, interactive discussions, court observations, and moot tax court
simulations. Methodologically, the activity employed a One Group Pretest—
Posttest Design involving 52 students from the Faculty of Administrative
Sciences, Universitas Indonesia. Data collection techniques included pretest and
posttest questionnaires, evaluation surveys, and participant observation. The
activity showed an increase in the participants’ average score from 7.75 in the
pretest to 9.60 in the posttest. Participants had generally positive views on the
content, usefulness of the e-Tax Court Transformation project, relevance of
digitalisation to the provision of public services. The Participatory Educational
Approach assisted the Participants in developing a better understanding of the
Tax Court Functions, Tax Dispute Resolution Processes and the Application of
Digital Transformation to Court Services. The outcome of this Activity was the
Enhancement of Students' knowledge of tax law and digital transformation
Issues and increased their awareness of the need for and Importance of
Transparency, Accountability, Digitalisation in providing Public Service for

Taxation purposes.

Informasi Artikel Abstrak

Sejarah Artikel Transformasi digital pada sektor pelayanan publik mendorong Pengadilan Pajak
Diterima: 23 Mei 2026 mengimplementasikan sistem e-Tax Court sebagai bentuk modernisasi layanan
Direvisi: 5 Agustus 2026 penyelesaian sengketa perpajakan. Namun, implementasi sistem tersebut belum
Dipublikasi: 18 Agustus sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan akuntansi di
2026 kalangan mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan
Kata kunci meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa

e-Tax Court; Transformasi melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Metode
Digital; Literasi Hukum pendidikan masyarakat dengan pendekatan edukasi partisipatif melalui
Pajak; sosialisasi, diskusi interaktif, observasi persidangan, dan simulasi sidang (moot
tax court). Secara metodologis, kegiatan menggunakan desain One Group
Pretest—Posttest terhadap 52 mahasiswa Fakultas [lmu Administrasi Universitas
Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner pretest dan
posttest, angket evaluasi, serta observasi partisipasi peserta. Hasil kegiatan
menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 7,75 pada pretest
menjadi 9,60 pada posttest. Selain itu, mayoritas peserta memberikan respons
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positif terhadap relevansi materi, manfaat transformasi e-Tax Court, dan
pentingnya digitalisasi pelayanan publik. Metode edukasi partisipatif dinilai
efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi Pengadilan Pajak,
mekanisme penyelesaian sengketa pajak, dan transformasi digital pelayanan
peradilan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi
transformasi digital mahasiswa serta mendorong kesadaran akan pentingnya
transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pelayanan publik di sektor
perpajakan.

PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak didirikan oleh negara dengan tujuan agar Wajib Pajak mendapatkan
keadilan di bidang perpajakan dengan memberikan hak untuk melakukan banding atau gugatan
apabila tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh fiskus, baik dari Direktorat Jenderal
Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun pemerintah daerah (Tampubolon &
Tampubolon, 2022). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi
membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, dan
mendukung stabilitas perekonomian negara (Erwiningsih, 2022). Sengketa perpajakan sering
muncul akibat perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Munandar &
Nadia, 2025). Pemerintah mendirikan Pengadilan Pajak pada tahun 2002 sebagai lembaga
peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan melalui banding dan gugatan
(Donatianus Tri Prasetyo & Rahayu, 2024). Lembaga ini berperan menjamin kepastian hukum,
melindungi hak Wajib Pajak dan menjaga keseimbangan kepentingan antara negara dan
masyarakat (Luna Bonita & Khakimah, 2024). Gumiwang (2024) menjelaskan bahwa dalam
perspektif tingkat pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa terhadap fungsi dan
mekanisme kerja Pengadilan Pajak tergolong rendah. Rendahnya pemahaman mengenai
Pengadilan Pajak di kalangan mahasiswa sejalan dengan yang disampaikan oleh (Zega et al.,
2024) bahwa hanya 38% generasi muda yang merasa memiliki literasi perpajakan yang cukup.

Transformasi digital terus terjadi di sektor perpajakan terlihat dari Pengadilan Pajak yang
meluncurkan e-Tax Court sebagai sebuah sistem informasi berbasis web untuk melaksanakan
administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik pada bulan Juli 2023
(Purwowidhu, 2024) dan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan coretax sebagai sebuah sistem
administrasi perpajakan digital terbaru yang dirancang untuk menggantikan berbagai layanan
dan platform DJP yang sebelumnya terpisah menjadi satu portal terpadu pada awal tahun 2025
(Saptati D.I, 2026). Implementasi sistem e-Tax Court sejak Juli 2023 meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan aksesibilitas bagi Wajib Pajak (Kurniawan & Munandar, 2025). Tujuan dari
implementasi e-Tax Court adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan
efektivitas proses penyelesaian sengketa perpajakan secara elektronik (Kurniawan &
Munandar, 2025). Digitalisasi ini mendukung akuntabilitas publik dan prinsip tata kelola yang
baik melalui penyajian informasi yang relevan (Natika, 2024). Layanan peradilan digital
meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan
pada institusi pemerintah (Afdila & Adnan, 2022; Sangaji & Irianto, 2025; Anggraeni &
Rahmawati, 2024).

Implementasi sistem digital seperti e-Tax Court belum sepenuhnya diikuti oleh
peningkatan literasi publik khususnya mahasiswa sebagai calon praktisi muda di bidang
hukum, perpajakan, dan akuntansi (Berliana & Zein Sgn, 2024; Lahilote et al., 2024).
Rendahnya literasi terhadap penyelesaian sengketa pajak, proses persidangan dan
implementasi e-Tax Court menyebabkan mahasiswa mengalami keterbatasan dalam
memahami apa saja hak dan kewajiban perpajakan, dan bagaimana mekanisme penyelesaian
sengketa yang dapat dilakukan (Zega et al., 2024). Keberhasilan transformasi digital di
Pengadilan Pajak sangat bergantung pada kesiapan dan pemahaman masyarakat (Munandar &
Nadia, 2025). Keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menghambat penggunaan layanan
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dan menurunkan efektivitas pelayanan publik (Natika, 2024). Kesiapan pengguna merupakan
faktor penentu agar teknologi dapat berfungsi secara maksimal (Utami & Munandar, 2025).
Oleh karena itu, lembaga terkait perlu melaksanakan edukasi sistematis, seperti sosialisasi
langsung, untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat (Solichah & Utomo, 2025).

Permasalahan lain yang muncul adalah masih terbatasnya kegiatan edukasi yang
membahas keterkaitan antara digitalisasi layanan peradilan, akuntansi sektor publik, dan good
governance (Mukhtar & Lailam, 2023). Sebagian besar sosialisasi terkait Pengadilan Pajak
masih menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedural, sehingga mahasiswa belum
memahami secara menyeluruh pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital
dalam pelayanan publik modern (Kurniawan & Munandar, 2025). Kondisi tersebut
menyebabkan mahasiswa lebih banyak memahami perpajakan dari sisi regulasi tanpa
mengaitkannya dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi sektor publik (Zega et al., 2024).

Berdasarkan observasi awal melalui diskusi dengan dosia pendamping dan koordinasi
dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia terhadap 52 mahasiswa calon
peserta, ditemukan bahwa sebagian besar peserta mengaku belum pernah mengikuti observasi
persidangan Pengadilan Pajak maupun memperoleh materi mengenai implementasi e-Tax
Court dalam perkuliahan. Selain itu, pada diskusi awal mahasiswa masih mengalami kesulitan
menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, tahapan persidangan, serta transformasi
digital yang telah diterapkan di Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara perkembangan digitalisasi pelayanan perpajakan dengan tingkat literasi
mahasiswa mengenai implementasi e-Tax Court.

Kebaruan dari kegiatan ini adalah adanya integrasi edukasi hukum perpajakan,
transformasi digital peradilan, dan perspektif akuntansi sektor publik dalam satu kegiatan
pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisasi pada umumnya hanya berfokus pada aspek
administratif dan teknis penggunaan sistem, sedangkan kegiatan ini menempatkan mahasiswa
sebagai peserta utama yang terlibat aktif melalui diskusi, simulasi sederhana, dan studi kasus
terkait implementasi e-Tax Court. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian
masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum perpajakan dan transformasi
digital mahasiswa melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Kegiatan
ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis
terkait implementasi sistem peradilan pajak berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan
dapat mendukung peningkatan literasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas
sektor publik, serta mendorong kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan
digitalisasi perpajakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini adalah
metode pendidikan masyarakat melalui pendekatan edukasi partisipatif dalam bentuk
sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi sidang (moot tax court). Pendekatan ini bertujuan
meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa terkait
transformasi Pengadilan Pajak dan implementasi e-Tax Court. Secara metodologis, kegiatan
PKM ini menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dengan desain Pretest—Posttest (One
Group Pretest—Posttest Design) (Freire et al., 1970). Hal ini dipilih untuk mengukur perubahan
tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan intervensi sosialisasi. Pretest
digunakan untuk mengetahui kemampuan seorang siswa di awal program pembelajaran yang
digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan awal seorang siswa sebelum memulai
program pembelajaran sedangkan posttest dilakukan di akhir program pembelajaran untuk
melihat seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai oleh siswa (Busnawir et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan instrumen kuesioner
pretest dan posttest berbentuk pertanyaan pilihan ganda yang mengukur pemahaman peserta
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mengenai konsep dasar perpajakan, fungsi dan peran Pengadilan Pajak, mekanisme sengketa
pajak, dan transformasi digital melalui e-Tax Court. Kuesioner diberikan dalam dua sesi, yaitu
sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap
partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung sebagai data pendukung kualitatif

Kegiatan dilakukan pada hari Kamis, 30 April 2026 di Gedung A Kantor Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat bagian. Bagian
pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan materi sosialisasi, penyusunan instrumen
pretest dan posttest, pembuatan angket evaluasi, penyusunan studi kasus, dan koordinasi antara
pihak universitas dengan Pengadilan Pajak. Bagian kedua adalah pelaksanaan kegiatan yang
diawali dengan pengarahan tata tertib persidangan dan kunjungan ke ruang sidang, dilanjutkan
dengan pemberian pretest, penyampaian materi sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi
moot tax court terkait kasus pemenuhan formal dan PPN. Bagian ketiga adalah evaluasi melalui
pemberian posttest dan pengisian angket evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan
kegiatan. Bagian terakhir adalah analisis data dengan membandingkan hasil prefest dan posttest
untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi.

Kegiatan ini didukung oleh beberapa bahan dan alat, antara lain (1) Materi presentasi (slide
PowerPoint) mengenai Pengadilan Pajak dan e-Tax Court; (2) Kuesioner pretest dan posttest
dalam bentuk digital sebanyak 10 soal; (3) Angket evaluasi bentuk digital yang disusun dengan
skala likert 1-5 sebanyak 8 pertanyaan; (4) Perangkat teknologi seperti laptop, proyektor, dan
sistem audio; (5) Platform digital menggunakan Google Form untuk pengisian kuesioner; (6)
Sumber literatur terkait regulasi perpajakan dan transformasi digital peradilan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan
skor pretest dan posttest peserta. Data kuantitatif diolah dalam bentuk skor rata-rata, persentase
jawaban benar, dan persentase peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi keberhasilan
kegiatan dilakukan melalui perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest peserta untuk
melihat perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan moot tax
court kemudian menganalisis secara deskriptif melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai
minimum dan maksimum.

Selain melalui skor, kegiatan ini juga dievaluasi melalui tingkat partisipasi peserta selama
kegiatan berlangsung yakni keaktifan dalam sesi tanya jawab, keterlibatan dalam diskusi,
memainkan peran saat moot court, respons peserta terhadap materi yang disampaikan dan
jawaban dari angket evaluasi. Data kualitatif dari observasi tersebut digunakan sebagai
pendukung untuk menilai efektivitas metode edukasi partisipatif.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yakni (1) adanya
peningkatan nilai rata-rata posttest dibandingkan pretest; (2) meningkatnya persentase peserta
yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar; (3) tingginya partisipasi peserta dalam
diskusi; (4) serta tercapainya pemahaman peserta mengenai fungsi Pengadilan Pajak, akuntansi
digital, dan transformasi digital melalui e-Tax Court; (5) dan hasil dari angket evaluasi
pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, intervensi sosialisasi dinyatakan berhasil apabila terdapat peningkatan
skor pemahaman peserta setelah kegiatan, khususnya pada aspek literasi hukum pajak dan
literasi transformasi digital. Keberhasilan juga ditunjukkan apabila peserta mampu
menjelaskan kembali secara sederhana peran Pengadilan Pajak, mekanisme penyelesaian
sengketa pajak, serta manfaat e-Tax Court dalam mendukung pelayanan peradilan pajak yang
lebih efektif, transparan, dan berbasis digital. Serta jawaban peserta pada kategori “setuju” dan
“sangat setuju” di setiap indikator yang dinilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pajak
dan literasi transformasi digital mahasiswa melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di
Pengadilan Pajak. Metode pelaksanaan menggunakan tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan
dan evaluasi (Suryani et al., 2026). Pada tahap persiapan, tim peneliti bersama dengan tim
Sekretariat Pengadilan Pajak menyusun materi sosialisasi yang mencakup 3 bagian yaitu
sekilas Pengadilan Pajak, prosedur beracara, dan modernisasi Pengadilan Pajak. Peneliti juga
menyusun soal pretest dan posttest secara digital untuk mengukur tingkat pemahaman peserta
sebelum dan sesudah kegiatan melalui scan barcode serta merancang angket evaluasi kegiatan
(Busnawir et al., 2025). Studi kasus juga dipersiapkan sebagai bahan diskusi saat peserta
melakukan moot tax court. Selain hal tersebut peneliti berkoordinasi dengan tim Sekretariat
Pengadilan Pajak sebagai panitia kegiatan dan pihak universitas terkait teknis acara, kesiapan
sarana prasarana, akses internet dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.

Tahap kedua adalah pelaksanaan yang dilakukan melalui beberapa metode yaitu ceramah,
sosialisasi, diskusi, praktik dan pendampingan (Suryani et al., 2026). Kegiatan dibuka dengan
penyampaian ceramah dari Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sekaligus Hakim Pengadilan Pajak
mengenai tata tertib persidangan ke para peserta sebelum para peserta mengikuti persidangan
secara langsung. Setelah para peserta melihat persidangan secara langsung, mereka mengikuti
paparan dan diskusi materi Pengadilan Pajak. Pelaksanaan paparan materi dimulai dengan
registrasi para peserta, sambutan panitia, pengenalan narasumber oleh MC dan pembagian scan
barcode kepada peserta untuk melakukan pretest. Pretest dilakukan di awal sebelum
penyampaian materi sosialisasi mengenai sejarah dan fungsi, tata cara atau prosedur beracara,
dan transformasi Pengadilan Pajak. Materi sosialisasi dilakukan dengan metode edukasi
partisipatif melalui aktif dalam diskusi dua arah dan interaktif dengan peserta. Setelah
penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi ataupun
menyampaikan pendapat tentang kendala dan tantangan atas implementasi atau proses
transformasi yang terjadi. Metode ini digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi
secara pasif namun juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain sesi diskusi dan tanya
jawab, peserta yang hadir dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan contoh kasus
pemenuhan formal dan kasus PPN pada Pengadilan Pajak. Peserta mempraktikkan proses
persidangan sederhana dari pemenuhan formal, penyampaian pokok sengketa, penyerahan
dokumen, argumentasi para pihak, sampai hingga closing statement dari kedua pihak.

Sumber: Dokumentasi Tim Sekretariat Pengadilan Pajak (2026)
Gambar 1 Pelaksanaan pretest dan sosialisasi transformasi e-Tax Court kepada mahasiswa
sebagai bagian dari metode edukasi partisipatif

Tingkat antusiasme peserta dengan tanya jawab saat materi disampaikan membuktikan
adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara peserta dan narasumber. Tahap selanjutnya
yakni evaluasi dengan memberikan posttest kepada para peserta untuk mengukur peningkatan
atau kemajuan pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu peserta juga
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diminta untuk mengisi angket kegiatan yang memuat penilaian terhadap kualitas pelaksanaan
kegiatan, kejelasan materi dan manfaat dari sosialisasi.

Proses pengolahan data hasil pretest dan posttest kemudian dilakukan untuk mengetahui
efektivitas kegiatan sosialisasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan
membandingkan skor mean yang diperoleh sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu data hasil
angket diolah juga untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan respons peserta terhadap
metode edukasi yang diberikan serta pelaksanaan moot tax court. Hasil analisis yang diperoleh
akan digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi pengembangan kegiatan sosialisasi di masa
mendatang.

Sumber: Dokumentasi Tim Sekretariat Pengadilan Pajak (2026)

Gambar 2 Diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan dokumentasi kegiatan bersama
pimpinan Pengadilan Pajak sebagai bentuk implementasi metode edukasi partisipatif

Pembahasan dan evaluasi

Penilaian efektivitas kegiatan ini dilakukan terhadap hasil tes sebelum dan sesudah
kegiatan. Data diperoleh dari 52 peserta mahasiswa yang mengikuti pretest dan posttest dengan
instrumen yang sama sehingga perubahan skor dapat dibandingkan secara langsung. Penyajian
statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan
nilai dan tingkat variasinya. Ringkasan dari hasil perhitungan deskriptif tersebut dapat dilihat

pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1 Deskriptif Pretest dan Posttest

Variabel Mean Standar Deviasi Minimum Maksimum
Pretest 7.75 1.124465685 5 10
Posttest 9.596154 0.628172422 8 10

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mean pretest peserta sebesar 7,75 dengan standar
deviasi 1,12, sedangkan mean posttest meningkat menjadi 9,60 dengan standar deviasi 0,63.
Nilai minimum yang dicapai juga mengalami peningkatan dari 5 pada pretest menjadi 8 pada
posttest. Sementara untuk nilai maksimum tetap berada pada nilai 10. Peningkatan mean
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi
transformasi e-Tax Court dan pelaksanaan moot tax court. Peningkatan nilai dari pretest ke
nilai protest setelah dilakukan sosialisasi juga terjadi pada program pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh Dwiputranti et al. (2026). Selain itu, penurunan nilai standar
deviasi pada posttest menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan menjadi
lebih merata dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa
metode edukasi partisipatif yang digunakan, seperti diskusi interaktif dan simulasi sidang,
mampu membantu sebagian besar peserta memahami materi dengan lebih baik dan relatif
seragam. Secara keseluruhan, hasil deskriptif tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi
tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengadilan Pajak dan e-Tax
Court, tetapi juga efektif dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih konsisten di
antara peserta kegiatan.
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Hasil tersebut sejalan dengan Experiential Learning Theory yang dikemukakan oleh Kolb
(1984), yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta
memperoleh pengalaman langsung melalui observasi, praktik, refleksi, dan diskusi. Dalam
kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi melalui pemaparan dari narasumber,
tetapi juga mengamati jalannya persidangan serta mengikuti simulasi moot tax court, sehingga
proses pembelajaran berlangsung secara aktif. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta
membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi Pengadilan Pajak dan
implementasi transformasi e-Tax Court.

Selain memperoleh gambaran mengenai peningkatan pemahaman mengenai Pengadilan
Pajak dan e-Tax Court, tim peneliti juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
melalui penyebaran angket kepada para peserta. Angket ini bertujuan untuk memperoleh
informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari angket tersebut
disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Angket Evaluasi Kegiatan
Sangat

No Pernyataan Se:uju Setuju N?)tral Kategori
) Tl )

1  Saya lebih memahami fungsi 57 41 2 Sangat Baik
Pengadilan Pajak setelah kegiatan
ini

2 Saya memahami manfaat 53 37 10 Sangat Baik
transformasi e-Tax Court

3 Materi sosialisasi relevan bagi 67 33 0 Sangat Baik
mahasiswa

4  Kegiatan ini meningkatkan literasi 61 39 0 Sangat Baik
saya tentang pelayanan publik
digital

5 Saya tertarik menyebarluaskan 55 43 2 Sangat Baik
informasi yang saya peroleh kepada
orang lain

6  Setelah kegiatan ini, saya tertarik 53 43 4 Sangat Baik
mencari informasi lebih lanjut
tentang e-Tax Court

7  Digitalisasi peradilan penting dalam 57 41 2 Sangat Baik
meningkatkan akses keadilan bagi
masyarakat

8  Informasi tentang Pengadilan Pajak 55 43 2 Sangat Baik
perlu lebih banyak disosialisasikan
kepada publik

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa respons peserta terhadap kegiatan sosialisasi
transformasi Pengadilan Pajak dan moot tax court ini berada pada kategori sangat positif.
Sebagian besar peserta mendominasi jawaban pada kategori “setuju” dan “sangat setuju” pada
setiap indikator penilaian kegiatan. Sebanyak 57% peserta menyatakan setuju dan 41% lainnya
menyatakan sangat setuju bahwa mereka lebih memahami fungsi Pengadilan Pajak setelah
mengikuti kegiatan. Peningkatan aspek lainnya terlihat dalam pemahaman manfaat
transformasi e-Tax Court yaitu sebanyak 53% peserta menyatakan setuju dan 37% sangat
setuju. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dinilai efektif dalam
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menambah pemahaman/literasi peserta dan manfaat transformasi yang dilakukan Pengadilan
Pajak.

Hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yanti et al. (2024) bahwa
transformasi digital pada sektor publik tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi
pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan
melalui implementasi e-government. Oleh karena itu, meningkatnya pemahaman mahasiswa
terhadap e-Tax Court menunjukkan bahwa sosialisasi berkontribusi dalam meningkatkan
kesiapan pengguna terhadap transformasi digital pelayanan publik.

Evaluasi selanjutnya adalah pada aspek relevansi materi sebanyak 67% peserta setuju dan
33% sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi atas topik mengenai
digitalisasi relevan dan sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Pada aspek literasi
pelayanan publik digital, sebanyak 61% peserta menyatakan setuju dan 39% sangat setuju
kegiatan mampu meningkatkan literasi tentang pelayanan publik digital. Metode yang
digunakan yakni edukasi partisipatif dan simulasi sidang efektif dalam mendorong para peserta
memahami transformasi yang terjadi di Pengadilan Pajak.

Pada aspek minat dan kesadaran peserta, sebanyak 55% peserta setuju dan 43% lainnya
sangat setuju untuk menyebarluaskan informasi yang didapat kepada orang lain. Hal ini
menunjukkan bahwa aspek minat dan kesadaran memperoleh respons yang positif. Selain itu
sebanyak 53% peserta setuju dan 43% sangat setuju untuk mencari informasi lebih lanjut
mengenai e-Tax Court. Hal tersebut mencerminkan kegiatan tidak hanya meningkatkan literasi
namun juga meningkatkan kesadaran dan minat dari peserta kegiatan terhadap transformasi
yang dilakukan.

Aspek evaluasi yang terakhir adalah aspek persepsi mengenai pentingnya digitalisasi
peradilan sebanyak 57% peserta setuju dan 41% sangat setuju bahwa digitalisasi peradilan
mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Secara umum peserta menilai bahwa
informasi mengenai Pengadilan Pajak perlu lebih banyak disosialisasikan kepada publik dan
temuan ini menunjukkan peserta mempunyai pandangan yang positif mengenai transformasi
digital yang telah dilakukan Pengadilan Pajak dan perlunya peningkatan literasi publik
mengenai persidangan serta e-Tax Court di masa datang. (Hayati et al., 2026) menjelaskan
bahwa 56% peserta menjawab setuju bahwa program pengabdian kepada masyarakat dapat
menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata
digital.

KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital melalui
sosialisasi transformasi e-Tax Court telah berhasil mencapai target dan terbukti efektif untuk
meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi, transformasi dan implementasi e-Tax
Court di Pengadilan Pajak. Terlihat pada peningkatan rata-rata nilai dari 7,75 pada pretest
menjadi 9,60 pada posttest serta respons positif “sangat baik™ dari peserta terhadap seluruh
rangkaian kegiatan. Metode edukasi partisipatif yang dilakukan melalui sosialisasi interaktif,
diskusi, tanya jawab dan pelaksanaan simulasi sidang dinilai efektif dan tepat sesuai dengan
kebutuhan para peserta. Hal ini membantu peserta dan memahami konsep hukum dan
pelayanan publik secara teoritis dan praktis. Dampak positif lain yang diperoleh adalah
meningkatkan literasi hukum pajak, literasi transformasi digital, akses keadilan, tumbuhnya
minat dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Kegiatan ini sarat akan manfaat edukatif bagi
mahasiswa sebagai calon praktisi dan akademisi di bidang hukum, perpajakan dan akuntansi
dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi pelayanan di sektor publik, maka
direkomendasikan agar kegiatan yang akan datang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
dengan cakupan peserta yang lebih luas, pengembangan simulasi kasus yang lebih kompleks
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serta kolaborasi antara universitas dan instansi terkait untuk peningkatan literasi digital
perpajakan dan pelayanan publik di masyarakat.
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